PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 140/24/Pem-CBY/I11/2023

TENTANG

EVALUASI PERATURAN NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT BAYANG,

Membaca e Surat Wali Nagari No. 141/22 /WN. KPLG-KBP/III/2023 Tanggal
27 Maret 2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan
Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari KAPELGAM KOTO BERAPK Tahun Anggaran 2023;

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari
dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari dalam satu tahun

- anggaran ;

b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja(APB) Nagari sebagaimana dimaksuddalam huruf a,
telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Nagari ;

c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud

; untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,
RPJM Nagari dan RKP Nagari;

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20
hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam  huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
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menetapkan  Keputusan  Camat  tentang Penetapan Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja  Nagari di  Kecamatan Bayang
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No,
Tahun 2019 tentang Pendelegasion kewenangan Pemerintah dari
Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan
Evaluasi  Rancangan  Peraturan Nagari tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanjn  Nagari yang dituangkan dalam
Keputusan Camat Bayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
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Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2022 tentang Prioritas
Pembangunan Dana Desa tahun 2023;

Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 222/PMK. /2022
tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022
tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2023

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022
tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten
Pesisir Sealatan Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023
tentang Pengalolakasikan Pembagian Alokasi Dana Nagari
Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023
tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan
Perangkat serta Tunjangan kehormatan Badan
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Permusyawaratan Nagari yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2023;

24 Peraturan Bupati Pesigsir Selatan Nomor 16 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan
Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2023;

25 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana
Desa Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA(APB) NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPK
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023;

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari
KAPELGAM KOTO BERAPK Kecamatan Bayang Tahun

2023 sebagaimana tercantunm dalam lampiran
keputusan ini.
KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud

diktum KESATU adalah KAPELGAM KOTO BERAPK

KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah di
evaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi
terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan
berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.

KEEMPAT Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2023.
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